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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. 

Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran 

demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini 

dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah 

dipahami.  

 

Padang,        Agustus  2023 

Penulis 

  

atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku 

dengan judul Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara dapat 

diselesaikan  oleh  penulis.  Pemerintah  sebagai  penyelenggara 

negara  dituntut  untuk  terus  mengevalusi  sistem  pemeritahan 

guna dapat melindungi setiap kepentingan warga masyarakat. 

Untuk  itu  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif 

memeliki  kewenangan  untuk  membentuk  kebijakan  seperti 

Peraturan Perundang-Undangan dan menetapkan 

kebijakan. Namun, terkadang sebuah kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah mengakibatkan kerugian kepada sebagian 

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap 

kepentingan warga masyarakat menjadi hal sangat penting 

untuk diketahui. Menjawab akan kebutuhan tersebut maka 

penulis menerbitkan buku yang berisi tentang Kapita Selekta 

Hukum Administrasi Negara. Buku ini ditujukan untuk 

membantu mahasiswa dalam mempelajari Hukum Administrasi 

Negara.  
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